. Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUFATEN PRINGEEWU
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKIIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI PRINGSEW1J,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 avat
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daersh dan Retribusi Daerah perlu menetaplkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyedotan Kakus;

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik
lndoncsia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236),

2. Undang-Undang Nomor 1|8 Tahun 2008 tentang
Pengelolean Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nemor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsew di  Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

4, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 22009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
{Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2009
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republic
Indonesia Nonror 5058);




10

11.

iz.

Undeng-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahum 2015
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Notor 3679);

Peraturan Pemerintah Nomeor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258) schagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290,
Tamhaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5772);

Peraturan Pemerintah Nomeor 59 Tahun 2005 tentang
Pengeloisan Keuangan Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesgin Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentf
Penmungutan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5161);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tabhun 2015
Nomuor 2036);

Peraturan Daersh Kabupaten Pringsewa Nomor (O3
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomer 03,
Tambahan Lembaran Daersh Kabupaten Pringsew
Nomor (1],

Peraturan Daerah Kabupaten Pringscwu Nomoer 07
Tahun 2010 rentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);




Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PRINGSEWU
dan

BUPATI] PRINGSEWU
MEMUTUSKAN:

FERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENYEDOTAN KAKUS,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Paaal 1

Dalam Peraturan Daerzh ini yang dimaksud dengan:

1.
3.

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Peranglat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Bupati adalah Bupati Pringsew.

Dewan Porwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pringsewu.

Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang
membidangi masalah Penyedotan Kakus di wiayah
Kabupaten Pringsew,

Pejabat adalah pegawai yang diben tugas tertentu di
bideng perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah suatu bentizk badan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, persercan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
dacrabh dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
yayasan atau organisasi yang scjenis lembaga dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha
lainnya.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi,
adaluh scbagai pembeyaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus dizediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.




10.

1t.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjuinya disebut
adalah pungutan daerah sebagai Pembayaran atas
jasa pelayanan Penyedotan kakus oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau baduan.

Kendaraan Tinja adalah kendaraan yang berfungsi
untuk menyedot tinja.

Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya
disingkat [PLT adalah suatu prasarana yang berfungsi
untuk mengelola lumpur tinja dan membuaang hasil
olahon yang memenuhi syarat ke badan air.

Kakus adalah jamban atau suatu bangunan yang
berfungsi menampung tinja manusie.

Penyedotan Kakus adalah suatu  pekerjaan
pengambilan tinja manusia, penampungan  Hoja
manusia ke dalam kendaraan tinja dan selanjutnya
diangkat ke Instalasi Pengelolahan Lumpur Tinja

{IPLT).

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tajuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati olch arang pribadi atau Badan.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waklu bagi Wajib retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertenn: dari
Pemerintah Daerah veng bersangkuatan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
menurut  peraturan perudang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribuai,
termasuk pemungutan atau pemotong retribusi
lerteniu.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjuinya
disingkat SSRD, adalah bukd pembuyaran atawa
penyetoran retribusi yang telah dilakulmn dengan
menggunakan formulir atan telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupali.

Surat Xetetapan Retribusi Daerah selanjuinya disebut
SKRD adalah surat ketctapan yang menentukan
besarmya jumlah Retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutya  disingkat SKRDLB adalah  suatu
ketetapan  retribusi  yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar daripada retribusi yang teratang
atau tidak seharusnya terutang.




20, Surat Pendaftaran Obyek Retnbusi Daesrah, vang
selanjutnya disebut SPAORD adalah surat yang
dipergunakan oleh wajib retribusi untizk melaporkan
data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayoran retribusi  yang
terhutang memuut peraturan perundang-undangan
Retribusi Daerah.

21_Surat Tagihan Retribusi Dserah yang =selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribust danfatau sanksi administrasi
berupa bunga dan /atau denda.

22 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputmisan
atas BKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
dan SKRDLD yang diajukan oleh wajib retribusi,

23. Pemeriksaan adalah serangkaisn kegiatan untuk
mencan, mengumpulkan danfatau keterangan
lainnye uniuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam
rangica melaksanakan ketentusan peraturan

perundang-undangan  perpajakkan daerah  dan
retribusi daerah.

24, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnva
disingkat PFNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di
lingltungan Pemerintah Kabupaten yang diberi
wewenang olch  peraturan perundang-undengan
uniuk melakukan penyidiken terhadap pelanggaran
Peraturan Deerzh.

25. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Dacrah
yvang selanjuinys disebut  penyidikan  adalah
serangkaian tindakan yang dilalkukan penyidik
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukii it membuat rterang tindak pldana dibidang
retribuai daerah yang terjadi serta menemulkan

tersangkanya.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pringsewu.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan namsa Retribusi Penvedotan Kekus dipungut

Retribusi atas pelayanan Penyedotan Kakus oleh
Pemerintah Daerah.




Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Penyedotan Kakus adalah pelayanan
penyedotan kakus yang dilalukan oleh Pemerintah
Daerah.

{2) Dikecuvalikarn dari obyek retribugi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyedotan
kakus vang dizediakan, dimiliki danfatau dikelola
oleh BUMN, BUMD dan pihak swasts.

Pasal 4

Bubjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum
vang mengginakan/menikmati  fasilitas  pelayanan
penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemernntah
Daecrah.

BAB I
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI!

Pasal 3

Retribusi  pelayanan Penyedotan Kakus digolongkan
dalam jeniz Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

Pasal &

(1) Tingkat penggumaan jasa diukur berdasarkan jenis
pelayanan, wvolume tinja dan jarsk antara lokasi
pelayanan dan lokasi pengolahan tinja.

{2) Tingkat penggunaan jasa sechagaimana dimaksud
pada ayat (1) diklasifikasikan dalam fungsi bangunan
terdiri dari:

&a. bangunan untuk fungsi niaga terdiri dari:

industri;

hotel / reatoran;

perkantoran;

pertokoar;

pasar; dan

terminal.

S




b. bangunhan untuk fungsi non niaga terdiri dari:
1. rumah tinggal;
2. asrama; dan
3. rumah salat.
¢. bangunan untuk fungsi sosial terdiri dari:
1. rumah ibadah;
2. gedung sekolah; dan
3. pant asuban,

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

(1)

@

3

(1)

(2)

2

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan

jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat .,
aspek keadilan dan efcktivitas pengendalian atas

pelayanan tersebut.

Biaya sebagaimana dimeksud pada ayat (1) meliputi
biaya operasi dan pemeliharaan, biaye bumnga dan
bhiaya modal.

Dalam hai penctapan tarif sepenthnya
memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan
tarif hanya untuk meneutup scbagian biaya.

Pasal 8
Struktur besarnya tarif retribusi Penyedotan Kakus
adalah sebagai berikut:
2. kategori niaga dikenakan biaya Rp. 75.000,-/m3,
b. kategori non niaga dikenakan biaya Rp. 60.000,-/
mJ;
¢. kategori soslal dikenakan biaya Rp. 50.000,-/m?.
Uniuak area yang jauh tempamya lebih dan 10 Km
dikenakan tambahan biaya sebagai berikut:
a. radius 10 sampai dengan 25 Km Rp. 50.000,-
b. radius 25 sampai dengan 50 Km Rp. 75.000,-
¢. radius lelih dari 50 Km Rp. 100.000,-
Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memeriukan

penyvambungan seclang lebih dari 20 meter, maka
pemakaian harus menambah biaya sebagai berikut:




sambungan kurang dari 5 meter Rp.5.000,-/ Meter;

b. sambungan lebih dari 5 meter s/d 10 meter
Rp.10.000,-/ Meter;

c. sambungan lebih dand 10 meter s/d 15 meter
Rp.15.000,- / Meter; dan

d. sambungan lebih dari 15 meter Rp.20.000,-/ Meter.

»

Papal 9

(1) Tarf retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.

{(2) Peninjau tarif retribusi sebagaimana dimaksnd pada
ayat {1} dilakukan dengan memperhatkan indeks
harga dan perkembangan perekonomian.

{3] Penectapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayph tempat
pelayanan Penyedotan Kakus.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN FENUNDAAAN PEMBAYARAN

Pasal 11
(1} Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2} Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamalmn.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon,

dan kartu langganan.

{4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} disetor secara bruto ke kas daerah.

Pasal 12

(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara
tunaif lunas.




12)

11}

{2}
(3)

(1)

{2)

(3)

(4}

()

{6)

Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana
dimaksud peda ayat (1) dilakukan selambat-
lambaetnya 7 [tujuh) hari acjak diterbitkannya atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD.

Tata cara pembayaran, angsuran dan pembayaran
retribusi diatur dengan Peraturan Bupatl,

Pasal 13

Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukt
permbayaran.

Setiap pembayaran dicotat delam buku penerimaar.

Bentuk, ukuran, buku tanda pembayaran dan buku
penerirnaan reftribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dan ayat (2} diatur dengan MPeraturan Bupati.

BAB VIII
PENAGIHAN
Pasal 14

Penagihan vang tidak ieniiang atal vang kurang
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

Penagihan retribusi yang terutang secbegaimeana
dimaksud pada ayat (1] didabhuhi dengan surat
teguran.

Pengeluarun Surat Teguran/Peringatan/Surat lain
vang sejenis sebagal bndalkan awal pelaksanaan
penagihan retribusi  dikeluarkan segera setelah
7 fujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis,
diterima oleh sutbyek retribusi, subyek retribusi wajib
melunasi retribusi yang terhutang.

Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang

sejenis scbagaimana dimaksud pada ayat (1}
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjui.

Tata cara Penagihan dan  Penerbitan Surat
Teguran/Surat Peringatan/Surat Lain yang sejenis
diatur dalam Peraturan Bupati.




BABIX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya
1 (satu) bulan kalender.

(2} Saat Retribusi tetutang adalah pada saat
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAEB X
SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajip Retribtis: tdsk membayar tepat
waktunysa atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% {dua persen) dari
setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidalk atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunekan STRD.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 17

(1} Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati pejabat yang ditiinjuk atas SKRD atau
dokumen lein yang dipcrsamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3} Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, diterbitimn,
kecucli apabila Wapk Retribuei terlalu  dapat
menunjukan babwa jangka waktu itu tidak dspat
dipemah karena keadean diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan  diluar kekuassannya sebagaimans
dimaksud pada ayat (3} adalah suatu keadaan yang
terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib
retribusi.

(5) Pengsjuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar retaibusi dan  pelaksanzan  penagihan
retribusi.




tL}

3

(4]

(1)

(2}

(1)

(2)

(3}

Pasal 18

Bupati dalem jangke waktu paling lamma 6 f{enam)
bulan sejak tanggal surat keberaten diterima harus
memberikan keputusan atas keberatan yang
digiukan dengan menerbitkan Sural  Keputusan
Keberatan.

Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi
Wajib Retribusi, behwa keberatan yang diajukan
harus diberikan keputusan oleh Bupati.

Keputuszan Bupeti atas keberaten dapat berupa
mencrima scluruhnya atau sebagian, menolak atau
menmambah besarnya Retribusi yang terhutang,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pucds
ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan
suati keputusan, keheratan vang disjukan tersebut
dianggap dikabulkan,

Pazal 19

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sehagian atau
seluruhnya, kelehihen  pembayaran  Retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% {dua persen) sebulan atau paling lama 12
[dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dihitung sejak bulan Pelumasan sampai dengan
diterbitkannye SKRDLE.

BAB XiI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi
dapat mengajukaen permchonen pengembalian
kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak diterbitkennya permohonan kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimakaud pada
ayat (1) harus membenkan keputusan.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimahsud pada
ayat (2} talah dilarmpavi dan Bupat tidak
membernikan suatu keputusan, permmwhonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka wakru paling lama 1 (satu) bulan



{4)

(5}

{6}

{1)

{2}

(3]

{1)

Apabila Walib Retribusi mempunyai utang rctribusi
lainnysa, kelebihan pembayaran retribusi
sebagsimana dimaksud pada =ayat (1} langsung
diperhitungkan untuk mehinasi kelebihan terdahulu
utang retribusi tersebut.

Pengembalian  kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka wakiu paling lama 2 {dua} bulan sejak
diterbitkannys SKRDLB.

Jika pengambilan kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (duaj bulan,
Bupati nemberikan imbalan bunga sebesar 2% [dus
peracn) acbulan atas keteriambatan pembayaran
kelebihan retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peratuiran Bupati.

BAD XIlI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMPBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi.

Pemberian PENgUrangan, kermganan dan
pembcbhbasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

avat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan
kemmampuan Wejib Retibusi antara lain untuk
mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
peanbebasan retribsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diahur dengan Peraturan Bupati.

BAB XTIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22
Instalasi yang melaksanskan pemungutan retribusi

dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian
kinerja tersebui.



(2}

(3)

{1

(2)

(3)

(1)

(2)

(3

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerab.

Tata cara pebayaran pengurangan, keringanan dan
pembebhasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang
berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

Wajib retribusi  yang tideak  melaksanakan
kewajibannya schingga merugiken keuangan daerah
diencam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
ataul denda paling banyak 3 {tga) kali jumlah
retribusi terutang yang tidak atan kurang bayar.

Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat {1}
adalah palanggaran.

Denda sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 249

Selain  Penyidik  Kepolisian Republik lmdonesia
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagail
penydik untuk melakukan penyelidikan tidak pidana
di bidang retribusi dserah sebhagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidans yang
berlaiu.

Penyidik sebagaimana dimakmid pada ayat (1) adalah
pecjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilinglungan
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesual ketentuan Peraturan Perundang-
Undangat.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} adalah:

a. menerima, mencari, mengumputkan den meochiu
keterangan atau Iaporan berkenasn dengan tindak
pidana dibidang reiribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi Jebih lengkap dan jelas;



{4}

(1)

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dishukasn sehubungan
dengan tindak pidona dibidang retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan schubungan dengan tidak
pidana dibidang retribuasi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lair berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi;

e, melaksanakan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukt
lersebut;

[. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyelidikan tidak pidane
dibidang retribusi daerah;

g¢. menyvuruh berhenti dan/atau melarang sescorang
meninggatkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotrel sescorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangsn dan

diperiksa scbagai tersangka dan sanksi;

menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindaken Iain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penunturc
Umum mulai melakubkon Penyidikan Pejabat Poliai
Negara Repuhlik Indonesia sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undeng-Undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku.

Yo s
1]

BAB XVH
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

Hak untuk melakukan penagihan  retribust
dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga)
tahun terhitung sejzk saat terhutanpgrnya Retribusi,
kecuali apabila Wajib Retribusi melakuken tindak
pidana dibidang retribusi.




{2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} tertangguh apabila:
a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa;
dan

b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.

{3} Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimane
dimaksud pada ayat {¥) huuf a, kadaluwarsa
penagihen dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebuat.

(4) Pengalkuan utang retribusi secara langsung
schagaimana dimaksud peda ayat (2} huraf b adalah
Wejib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
mesih mempunyai utang Retribusi dan belum
mehmmasinya kepada Pemerintah Daerah.

(3} Pengekunn utang Retribusi secara tidek langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran dan
penundean pembayaran dan permohonan keberatan
oleh wajib Retzibusi.

Pasal 26

{1} Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kadaluwarsa dapat dihepus.

(2) Bupatd menetapkan keputusan penghapusan piutang
retribusi yang sudah kadaluwarsa sebhagaimanas
dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan pidtang retribusi yang sudah
kadaluwarsae diabur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVHI
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 27

Pada saat Persiuran Deerah ini berlaku, Retribusi yang
masih terutang berdasarkan Persturan Daerah yang lain,
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih
dapat ditagih selams jangka wsktn 3 [degs] tahun
terhitung acjak aaat terutang retribuei, kecuali jika wajib
retribuai melakukan tindak pidana dibidang retribusi.




BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

FPasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku peda tanggal
diuntdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinys, memenniahkan

pengundengan  Peraturan  Daerah ini  dengan
penempatannya dalem Lembaran Daermah Kabupaten

Pringscwu.
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 15 Fei 2017 \
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

YUDA SETIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 24 Mei 2017
SEKRETARI3 DAERAH KABUPATEN PRINGBEWLU,

dto
A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR (o

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAI KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINST LAMPUNG:

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,
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